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ABSTRACT

Name : OLOAN BAHAGIA LUBIS
Major : Study of European Regional
Title : THE EFFORT OF EUROPE UNION TO UNITE THE

DIFFERENCE INTEREST OF MEMBERS STATE
TO MAXIMIZE THE IMPLEMENTATION OF CFSP

This thesis describes and analyzes about sentiment of member sovereignty of the
European Union that is becoming constraint in maximizing role of CFSP. This
problem can be identified as a thing such as how to harmonize common foreign and
security policy with member nations effectively in it, then the problem of appliance
or instrument executor of policy, and the most important thing is how European
Union overcome or unite the different interests of member of European Union which
was generally influenced by the three EU core states that is, French, Germany, and
UK which always predominate and determinant various growth in framework of
European Union and Europe, including also in the case of European security. This
thesis also tries to find out the forms of European Union defense and security
cooperation that can be active in taking care of regional peace and assumed can be
accepted by all member of European Union without having to disregard national
interest one of or some of member’s state. This thesis, although conclude that CFSP
of European Union especially in the case of EU’s defense and security policies still
dependent on NATO and still will be continued.

Keywords :
European Union, National Interest, Common Foreign and Security Policy.
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BAB 1
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Disaat konfrontasi AS dan Uni Soviet mereda, integrasi ekonomi di
Eropa berlanjut, namun pada saat bersamaan kerjasam politik luar negeri dan
keamanan menjadi lebih kompleks dan banyak menerima hambatan yang
dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan kepentingan nasional anggotanya.

Usai Perang Dingin juga justru telah membuka mata Eropa akan
ketidak stabilan kawasan. Sejalan dengan robohnya komunisme pada akhir
tahun 1980-an, Eropa tidak lagi menghadapi ancaman atas serangan secara
besar-besaran oleh tank-tank Uni Soviet dan para sekutunya di Eropa Timur,
tetapi oleh adanya berbagai fenomena baru seperti konflik antar etnis, failed
States, kejahatan terorganisir, terorisme dan proliferasi persenjataan pemusnah
massal. Konflik antar etnis di Yugoslavia pada tahun 1990-an lebih
menyadarkan Uni Eropa adanya ancaman bahaya di depan yang
mengharuskannya mengambil sikap pro-aktif untuk mencegahnya meluas
kenegara-negara sekitarnya. Sejak peristiwa 11 September 2001, Uni Eropa
secara aktif berpartisipasi memerangi terorisme internasional. Uni Eropa juga
menanggapi secara serius mengenai isu-isu seperti masalah nuklir Iran, masa
depan dari Balkans, keamanan energi Uni Eropa dan hubungan yang
memburuk dengan Rusia menunjukkan kebutuhan yang mendesak akan
kebijakan luar negeri dan keamanan bersama.'

Masalahnya adalah apakah isu-isu ini akan dijadikam masalah nasional
negara anggota UE masing-masing atau akan menjadi masalah (Eropa)

bersama. Sebagai contoh, umumnya anggota UE masih melihat perubahan

' Charles Grant and Mark Leonard, “How to Strengthen EU Foreign Policy”
http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief cfsp 3july06.pdf. diakses 1 Januari 2008
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situasi politik di Rusia dan eks-Yugoslavia kedalam persoalan politik dan
keamanan nasionalnya masing-masing, yakni sejauhmana pentingnya masalah
tersebut bagi masyarakat dan negaranya sendiri.

Persoalan lain yang potensial timbul ialah yang menyangkut dengan
keberadaan pengaruh Amerika Serikat (AS) dan NATO, yakni mengenai
instrument pelaksana keputusan mana yang dianggap paling menentukan,
khususnya yang menyagkut masalah pertahanan-pertahanan. Apakah akan
berada di bawah kontrol WEU, seperti disepakati dalam perjanjian Maastricht
sebagai jalan kompromi atau negara-negara anggota masih akan berharap
banyak pada kehadiran AS atau NATO, mengingat sebagian besar anggota
UE adalah juga anggota NATO.

Kebutuhan akan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama semakin
terlihat ketika para anggota Uni Eropa terpecah dalam mendukung kebijakan
luar negeri Amerika Serikat untuk menyerang Iraq padahal Uni Eropa sepakat
untuk tidak mendukung keputusan AS tersebut karena Dewan Keamanan PBB
belum menyetujuinya. Sebagian besar negara-negara Uni Eropa yang
mendukung invasi ke Iraq adalah negara-negara yang baru bergabung
kedalam Uni Eropa.” Walaupun pada sistem politik yang dianut negara-negara
anggota baru tersebut lebih mengikuti model Eropa Barat ketimbang Amerika
Serikat, namun dalam hal kebijakan luar negeri dan keamanan mereka lebih
pro kepada Amerika Serikat. Alasan yang paling mendasar adalah rakyat dan
elit politik di negara-negara tersebut lebih percaya terhadap aliansi Amerika
Serikat untuk menjamin kemerdekaan dan keamanan negaranya. Para anggota
yang baru masuk kedalam Uni Eropa merasa tidak memiliki pegangan yang
kuat dalam kebijakan pertahanan dan keamanan oleh karenanya mereka
cendrung untuk dekat dengan Amerika Serikat ketimbang Uni Eropa dalam
hal kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negerinya. Kasus Iraq merupakan

contoh bahwa negara-negara Uni Eropa sekarang ini menghadapi krisis

2 Jonathan Spyer, “Europe and Iraq”.
http://meria.idc.ac.il/journal/2007/issue2/jv1 1no2a7.html #bio#bio. diakses 3 Dec 2007
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Common Foreign and Security policy dalam usahanya meningkatkan
pengaruhnya di dunia internasional. Uni Eropa belum memiliki satu suara, hal
ini akan menyulitkan Uni Eropa untuk menjalankan pengaruhnya terhadap
negara lain.

Masalah lainnya adalah apakah UE bisa memerintahkan WEU sebagai
defence arms yang handal bagi dirinya sendiri, sementara NATO ada di luar
lingkaran UE dan tidak mungkin mengatur langkah-langkah UE. Hal ini
tentunya menggambarkan sulitnya menjalankan mekanisme pengambilan
keputusan yang efektif dalam melaksanakan setiap kebijakan CFSP, kecuali
bila masing-masing negara mau menyerahkan sebagian kedaulatan negaranya,
bukan hanya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negaranya
masing-masing, melainkan juga politik luar negerinya.

Masalah-masalah diatas tentu saja tidak dapat diatasi dengan model-
model konfrontasi antara aliansi seperti dahulu, namun lebih dapat diatasi
melalui usaha-usaha kerjasama negara-negara Uni Eropa. Sejalan dengan
peranan serta tanggung jawab Uni Eropa yang semakin besar di dunia
internasional, negara-negara anggotanya tidak punya pilihan lain kecuali
bekerjasama untuk menciptakan satu suara bersama agar bobot Uni Eropa
semakin kuat di kancah internasional.

Penelitian ini lebih ingin menunjukkan bila kepentingan bersama yang
menjadi tali pengikat Eropa berkurang atau berubah bentuk, maka
demokratisasi harus melakukan penyesusian sesuai tuntutan zaman, dimana
kepentingan-kepentingan negara anggota harus berhubungan dengan
kepentingan warga masyarakat UE, sehingga tahap demi setahap mampu

mewujudkan CFSP dan bukan tidak mungkin mewujudkan suatu nasionalisme

Eropa.
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1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana upaya Uni Eropa menyatukan perbedaan-perbedaan politik
luar negeri dan kebijakan keamanan negara-negara anggota Uni Eropa secara
efektif di dalamnya, untuk dapat melaksanakan kebijakan luar negeri dan

keamanan bersama (CFSP)?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disampaikan, maka
tujuan penelitian ini adalah, menjelaskan apa yang dimaksud dengan Common
Foreign and Security Policy, CFSP berdasarkan Perjanjian Maastricht, dan
juga menyangkut segala hal dengan kepentingan nasional negara anggotanya,
terutama dalam upaya menyatukan perbedaan-perbedaan mengenai
pembentukan dan pelaksanaan CFSP.

Sampai saat ini, prinsip-prinsip pelaksanaan yang menjadi dasar CFSP,
yaitu meningkatkan kerjasama internasional, mengamankan nilai-nilai
bersama, mengembangkan dan mengkonsolidasikan demokrasi, penegakan
hukum dan penghormatan terhadap HAM belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh
karena itulah, studi mengenai CFSP perlu dilakukan, mengingat pelaksanaan
CFSP nantinya akan berdampak terhadap keharmonisan Uni Eropa, serta ikut
mempengaruhi tata hubungan internasional.

Penyatuan dalam hal CFSP ini nantinya akan membentuk identitas dan
pencitraan Uni Eropa sebagai lembaga Supranasional yang kuat dan
bermatabat, hal ini tentu akan membantu UE meningkatkan pengaruhnya

dalam bekerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia.
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1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
metode pengumpulan data melalui kajian literatur. Analisa isi dilakukan pada
data yang terkumpul. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
mengumpulkan informasi yang berasal dari buku, dokumen resmi, jurnal,
surat kabar, maupun situs internet yang relevan dengan masalah yang sedang
diteliti. Sedangkan analisa isi terhadap data yang terkumpul dilakukan sebagai
dasar untuk menjawab permasalahan yang disampaikan dalam tujuan

penelitian.
I.5. Kerangka Pemikiran

Studi proses integrasi itu sendiri secara singkat didefinisikan oleh
Emest B. Haas sebagai; “Proses dimana aktor-aktor politik nasional dari
berbagai negara diminta mengarahkan loyalitas, harpan, dan kegiatan politik
mereka ke institusi pusat baru dan lebih besar, yang lembaga-lembaganya
memiliki atau mengambil alih yuridiksi yang semula berada ditangan negara
bangsa.””

Sebelum tercapai proses integrasi antara unit-unit politik pada mulanya
mereka berada secara terpisah dalam wilayahnya masing-masing. Kemudian
dengan didorong oleh keinginan mereka untuk mewujudkan kepentingannya
mereka mulai berusaha mengadakan kerjasama antara satu dengan yang
lainnya. Kemudian oleh karena banyaknya perbedaan tuntutan dari unit-unit
politik tersebut, maka mereka perlu mengadakan penyesuaian terhadap
perbedaan-perbedaan tersebut sehingga menjadi kepentingan bersama dengan
mengalokasikan nilai nasional masing-masing masyarakat didalamnya

kedalam prosedur pengambilan keputusan bersama.

3 Walter S. Jones, LOGIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL: kekuasaan Ekonomi Politik
Internasional dan Tatanan Dunia II, alih bahasa Dr. Budiono Kusumohamidjojo (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal, 427.
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Integrasi menciptakan serangkaian prosedur dan lembaga yang mampu
membuat keputusan yang memaksa atas nama pemerintah-pemerintah
nasional. Integrasi terdiri atasd gabungan berbagai wewenang dan yuridiksi,
biasanya dalam sebuah wilayah geografis tertentu, kedalam sebuah yunit yang
lebih besar, sebuah kesatuan yang lebih tinggi, dan sebuah sosok. Proses yang
lambat dan bertahap ini, yang mungkin tidak merata si satu sektor interaksi ke
sektor lainnya, tetap mempertontonkan keutuhan setiap negara, namun lambat
laun meleburkan kebijakan internasional diantara mereka. Integrasi itu sendiri
terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu, integrasi ekonomi, integrasi politik dan
integrasi keamanan, dan ketiga bagian ini memiliki pengaruh antara satu
dengan yang lainnya.* Diantara ketiga sektor integrasi tersebut, pada awalnya
integrasi ekonomi merupakan sektor yang paling sering di integrasikan,
namun dalam perkembangannya secara bertahap sektor politik dan keamanan
ikut menyatu kedalam sebuah integrasi antar sektoral secara keseluruhan.

Emest B. Haas kemudian menambahkan bahwa unsur politik
merupakan fakta sejarah dalam integrasi Eropa, namun ia lebih menekankan
pada tiga pokok penting dalam integrasi Eropa,’ yakni:

1. Institutionalism, dimana lembaga supranasional merupakan
wadah/tempat semua kepentingan bersama dipertemukan.

2. Fungsionalism, lembaga supranasional tadi berfungsi untuk
mengkompromikan perbedaan-perbedaan pandangan sebelum suatu kebijakan
diputuskan bersama.

3. Environmentalism, perlu adanya kontrol sosial dari masyarakatnya

sendiri terhadap proses integrasi Eropa yang sedang berlangsung.

Untuk memperkuat teori integrasi ini, perlu ditambahkan teori

integrasi yang di utarakan oleh Karl W. Deutsch. Ia menggambarkan

4 .
1bid.

° EB. Haas. “International Integration: The European and the Universal
Process,”International Organisation, Vol. 15, no.4, Autumn 1961. disalin dari Michael
Hodges, Ed., European Integration (Middlesex, England: Penguin Books, 1972), hal. 91-107.
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bagaimana pencapaian dan pemeliharaan integrasi  dengan isu-isu
fungsionalisme dan federalisme untuk mendekati fenomena yang sedang
berlangsung.®

Pendekatan pertama (fungsionalisme) menjelaskan proses dimana
kekuasaan (power) negara secara bertahap ditransfer ke pusat sebagai
kesatuan lembaga atau disatukan kedalam berbagai lembaga yang ada
sehingga membuat lembaga pusat menjadi paling penting dari pada lainnya.
Secara singkat dapat diartikan bahwa rakyat menyatukan harapan dan
loyalitasnya kepada badan atau lembaga baru tadi.

Pendekatan fungsionalisme ini mengasumsikan lembaga supranasional
dapat memenuhi kepentingan pragmatis setiap negara anggotanya dengan cara
mengkombinasikan kepentingan masing-masing anggotanya.’ Dengan
demikian, setiap negara anggota akan belajar dari lingkungan sosial mereka
yang baru bahwa kerjasama internasional mampu memuaskan kebutuhannya,
dimana perseteruan tradisional antar bangsa tidak lagi muncul dan fokus akan
beralih kapada aktifitas warga yang sedikit banyak memiliki kesamaam
pandangannya, sehingga nasionalisme akan tergantikan dengan apa yang
dikatakan sebagai masyarakat dunia (world community).t

Sedangkan pendekatan kedua (federalisme) lebih mengemukakan
perhatiannya pada kepentingan nasional, bargaining, rasa kesatuan yang
rendah, juga tidak adanya kemauan politik (terutama) negara-negara besar
dalam mengkompromikan kepentingan nasionalnya.’

Dengan demikian, kaum federalis lebih mengutamakan perbedaan
kekuasaan antara institusi pusat dengan lokal sebagai strategi mencapai
penyatuan atau integrasi, dimana pusat akan membentuk berbagai institusi lain

lengkap dengan fungsi-fungsinya, namun dilakukan atas dasar kontrol

® Michael Hodges, Ed., Ibid. hal. 108-123.

” Michael Hodges, Ed., Jbid. hal. 21.

¥ Untuk lebih jelas lihat juga: E.B. Haas, Beyond the Nation State (Stanford University Press,
1964).

? Michael Hodges, Ed., Op. cit.
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pemerintahan otonomi lokal. Struktur lokal inilah yang diharapkan dapat
membentuk tujuan dan kebutuhan bersama pada level apapun aktifitasnya
dilaksanakan dan akan terasa lebih efektif bila dilakukan pada tingkatan
masing-masing negara, seperti terjadi di AS dan Jerman.

Integrasi yang terjadi di Uni Eropa memang tampak lebih dekat
dengan pendekatan federalisme, tetapi memang pendekatan fungsionalisme
masih memiliki arti dan sangat menentukan arah integrasi. Sebagai bukti, Uni
Eropa tetap berjalan dengan segala perangkat lembaga-lembaga dan aturan
main yang mengiringi seluruh anggotanya.

Dalam konteks integrasi Eropa ini, komisi Eropa dal konferensi antar
negara anggotanya pada 1996'® menyatakan bahwa Eropa akan berusaha
berbicara mewakili seluruh kepentingan negara anggotanya dengan satu suara,
sebab Komisi yakin bahwa pemecahan masalah-masalah Eropa di masa
datang harus diselesaikan pada apa yang disebut “tingkatan Eropa”.

Pendapat diatas dapat dikatakan pemikiran yang rasional karena pada
zaman globalisasi saat ini tidaak satupun negara di dunia ini mampu
menyelesaikan permasalahannya sendirian termasuk negara-negara anggota
UE. Selain itu, mereka juga yakin bahwa ikut serta dalam proses integrasi
akan lebih menguntungkan dari pada merugikan kepentingan nasionalnya.
Kesadaran diatas inilah yang tahap demi setahap akan menghilangkan friksi
negara-negara (besar-kecil) di Eropa. Pada akhirnya pendekatan apapun yang
dipakai dalam teori integrasi, yang pasti masyarakat Eropa lebih memilih
cara-cara negosiasi ketimbang paksaan.

Uni Eropa berkembang secara bertahap atas dasar berbagai traktat
sejak pembentukannya di tahun 1951. Bersatu dalam Uni Eropa berarti
adanya suatu kebijakan bersama. Berintegrasinya penanganan ekonomi dan
politik antara negara anggota membuat Uni Eropa harus mengambil suatu

keputusan bersama dalam banyak hal seperti pertanian, budaya, kompetisi,

' European Commision. Commision Report for the Reflection Group (Luxembourg: Office
for Official publication of the European Communities, 1996), hal. 4.
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lingkungan, energi, imigrasi, transportasi dan perdagangan. Hubungan dengan
negara lain juga menjadi sangat penting, negosiasi yang dilakukan Uni Eropa
dalam perdagangan dan perjanjian dengan negara ketiga memaksa Uni Eropa
mengembangkan suatu kebijakan bersama untuk masalah luar negeri dan
pertahanan. Keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan institusional
dan usaha berkelanjutan untuk memperdalam dan memperluas Uni Eropa
mendesak organisasi itu untuk membuat suatu dokumen tunggal yang akan
membawa Uni Eropa menyempurnakan proses pembuatan keputusan.
Dokumen tunggal itu adalah Traktat Konstitusi Uni Eropa

Ada baiknya kita melihat kembali gagasan yang mendorong para
pemimpin Uni Eropa hingga pada akhirnya sepakat untuk membuat sebuah
Konstitusi. Pada dasarnya sebuah konstitusi adalah dokumen yang berisi
aturan-aturan dasar sebuah negara atau kelompok negara. Didalam konstitusi
pada umumnya terdapat, sasaran, aturan-aturan mengenai pembagian
kekuasaan, bagaimana menerapkan kebijakan-kebijakan, apa nilai-nilai yang
dapat diterima bersama, apa hak-hak warga negaranya dan seterusnya.

Rancangan Konstitusi Uni Eropa pada dasarnya menetepkan arah
kesatuan politik dan kesamaan kebijakan. Lebih dari itu, konstitusi.
dimaksudkan agar Uni Eropa tidak lagi bekerja secara konvensi, tetapi
berdasarkan hukum yang lebih kuat. Didasarkan pada pemikiran bahwa para
pemimpin Uni Eropa tidak puas jika organisasi regional itu terus-menerus
bekerja berdasarkan konvensi, oleh sebab itu perlu adanya Konstitusi untuk
mengikatnya. Namun pemberlakuannya bergantung pada ratifikasi semua
negara anggota, dengan kata lain konstitusi hanya dapat di implementasikan
jika mendapat pengesahan dari semua negara anggota.

Ratifikasi menjadi suatu cara bagi Lembaga Perwakilan Rakyat untuk
meyakinkan dirinya, bahwa wakil-wakil pemerintah yang turut serta dalam
perundingan dan menandatangani suatu perjanjian internasional tidak
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Menurut

Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Hukum
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Internasional, menyatakan bahwa “persetujuan pada suatu perjanjian yang
diberikan dengan penandatanganan itu bersifat sementara dan masih harus

disahkan atau dikuatkan demikian itu dinamakan ratifikasi’."'
1.6. Kerangka Analisa

Dengan menjadi anggota UE dan terikat dengan segala aturanmain
kelembagaan, khususnya yang mengarah pada perwujudan CFSP, maka setiap
negara anggota yang biasanya menentukan kebijakan nasionalnya sendiri kini
menjadi kebijakan bersama, karena kini kebijakan regional yang lebih
menentukan ketimbang kebijakan suatu negara sebagai individual.

Mengingat masalah kedaulatan merupakan hal yang sangat sensitif
bagi eksistensi suatu negara, maka tesis ini akan mencoba mencari tahu dan
menggambarkan bagaimana sikap setiap negara anggota membantu UE dalam
upaya mewujudkan CFSP melalui mengurangi sentimen kedaulatan negara-
negara anggotanya, sechingga jika setiap negara anggota mampu
menguranginya maka ia akan lebih bisa menerima segala keputusan ataupun
kebijakan yang ditetapkan UE melalui CFSP-nya. :

Pada akhirnya, bila rasa nasionalisme terhadap kedaulatan negara
mampu dikurangi, maka akan lebih mudah bagi UE melaksanakan setiap
keputusan dan mewujudkan keberhasilan CFSP yang efektif dan efisien

dimasa depan.
I.8. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Perumusan Masalah

' Mochtar Kusumaatmadja, ‘Pengantar Hukum Internasional’, Buku 1Bagian Umum,
penerbit Binacipta Bandung, 1982.
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1.3. Tujuan Penelitian

I.5. Metodologi Penelitian
[.6. Kerangka pemikiran
I.7. Kerangka Analisa

I.8. Sistematika Penulisan

BAB II LATAR BELAKANG DAN PROSES PEMBENTUKAN CFSP

Bab ini akan menjabarkan sekilas sejarah integrasi Eropa, terutama
secara khusus yang mengarah pada pembentukan UE dan CFSP sebagai pilar
keduanya. Bab ini juga akan mengungkapkan latar belakang kerjasama antar
negara Eropa sejak usainya PD II hingga pada pembicaran-pembicaran untuk
menemukan cara menyatukan pandangan politik luar negeri dan keamanan

diantara negara-negara anggota UE.

BAB III MEWUJUDKAN CFSP
Bab ini akan memberikan gambaran dan penjelasan mengenai
tantangan yang dihadapi UE dalam upaya memaksimalkan CFSP. Bab ini juga

menjelaskan upaya UE mengatasi tantangan tersebut termasuk juga

didalamnya kerjasama pertahanan keamanannya.

BAB IV UPAYA UNI EROPA MEMAKSIMALKAN PERAN CFSP

Bab ini membahas sampai dimana penerapan CFSP di negara-negara
anggota UE dan bagaimana pandangan mereka terhadap upaya-upaya
kebijakan UE memaksimalkan peran CFSP.
BAB V KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA dan LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB 11
LATAR BELAKANG DAN PROSES PEMBENTUKAN CFSP

UE pada awalnya merupakan organisasi ekonomi-perdagangan
regional semata yang saat itu bernama European Community atau Masyarakat
Eropa (ME). ME yang memulai integrasinya di bidang ekonomi-perdagangan
ketika itu belum banyak menyentuh kerjasama di bidang politik luar negeri
dan pertahanan keamanan. Urusan politik luar negeri dan urusan keamanan
masing-masing anggota ME masih merupakan hak prerogatif negara-negara
anggota. Umumnya masalah yang menyangkut keamanan regional saat itu
masih diserahkan kepada AS dan/atau NATO.

Namun demikian, upaya negara-negara Eropa mengintegrasikan
dimensi politik dan keamanan dalam kegiatan ME terus dilakukan, terutama
sejak satu dasawarsa berakhirnya PD II. Saat itu masyarakat Eropa cemas
karena negara-negara di Eropa menjadi medan pertarungan utama bagi
ideologi liberalisme pimpinan AS Vs komunisme pimpinan Uni Soviet, yang
justru dalam referensi-referensi ilmu politik dipercaya lebih efektif mencegah
konflik daripada situasi multipolar Eropa di masa lampau (masa negeri-negeri
di Eropa menganut sistem kerajaan maupun kekaisaran).'? Keadaan bipolar ini
diperuncing lagi dengan berdirinya dua aliansi militer: NATO beranggotakan
negara-negara liberal dan Pakta Warsawa beranggotakan negara-negara
komunis.

Persaingan antara kedua aliansi keamanan tersebut membuat warga
anggota masyarakat Eropa terus diliputi rasa khawatir akan terulangnya
kembali perang dan sekaligus khawatir akan gagalnya proses integrasi (Eropa)
yang telah dipikirkan jauh di masa sebelumnya. Warga anggota masyarakat

Eropa kembali mencurahkan tenaga dan pikirannya guna mencapai beberapa

"2 Torsten Orn.”European Security in An Historical Perspective” (International Relations,
Vol.XII1, No.5,August 1997, hal 45-47.
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perjanjian kerjasama sebagai landasan perdamaian guna mencegah
terulangnya kembali api peperangan.

Beberapa bentuk kerjasama yang disepakati justru menjadi landasan
berharga bagi pembentukan UE saat ini. Kerjasama itu antara lain: Western
European Union 1948 (WEU), Benelux Custom Union 1948 dan Fritalux
Union 1950, serta European Defence Community 1951 (yang pada 1954
berubah kembali menjadi WEU).

Selain sejumlah perjanjian di atas, dicapai pula serangkaian perjanjian
lainnya yang pada intinya bertujuan untuk memperkuat upaya kerjasama
regional sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas kawasan. Perjanjian itu
antara lain: Perjanjian Paris 1951 yang mendasari terbentuknya European
Coal and Steel Community (ECSC), 18 April 1951, dan Perjanjian Roma 1957
yang melandasi FEuropean Atomic Energy Community (Euratom) dan
European Economic Community (EEC), 25 Maret 1957, serta Perjanjian
Maastricht 1992 dan Perjanjian Amsterdam 1997 sebagai revisinya - yang
mendasari terbentuknya UE.

Seperti disinggung sebelumnya bahwa upaya menambahkan dimensi
politik dan keamanan dalam setiap kerjasama antarnegara Eropa, tidak
terkecuali pada setiap kegiatan ME, dimulai sejak awal dekade 1950-an. Saat
itu masyarakat dunia, terutama di Eropa, merasa terancam keamanannya
dengan latar belakang Perang Dingin dan kehancuran di Perang Korea awal
1950-an, serta adanya kekhawatiran pada opini publik warga anggota
masyarakat Eropa terhadap kemungkinan bangkitnya kembali militerisme
Jerman (Barat) setelah kekuatan Barat pimpinan AS akhirnya mengizinkan
untuk kembali mempersenjatai Jerman guna menghadapi ancaman dari Blok
Timur.

Atas inisiatif Perancis masa itu, untuk mengurangi rasa khawatir dan
tanpa menghalangi untuk mempersenjatai Jerman, didukung Italia, Belgia,

Luksemburg, dan Belanda - yang notabene ialah negara-negara tetangga

13
Usaha Eropa.., Oloan Bahagia Lubis, Pascasarjana, 2008




Jerman - membentuk dan mengajak Jerman bergabung dalam European
Defence Community (EDC).

EDC sendiri bertujuan membentuk suatu common European army,
yakni sebuah formasi militer Eropa yang akan digerakkan oleh institusi politik
federal dalam suatu European Polical Community yang dibentuk negara-
negara pendiri EDC pada 1953. Tetapi setelah empat tahun memperdebatkan
perlu tidaknya common European army, mereka akhimya hanya menemui
kegagalan setelah Parlemen Perancis menolak meratifikasinya pada 30

Agustus 1954,
IL.1. Pembicaran-Pembicaraan Yang Mendasari Pembentukan CFSP

Tiga tahun setelah pembentukan ME dan Euratom - keduanya murni
kerjasama bidang ekonomi-perdagangan - keinginan memulai lagi pemikiran
pembangunan uni politik Eropa kembali hidup atas prakarsa Jenderal de Gaule
dengan dukungan Menlu Christian Fouchet, yang dengan segera menyiapkan
proposalnya antara tahun 1961 dan tahun 1962. Proposal itu dikenal dengan
nama Fouchet Plan, yang berisikan usulan perlunya sebuah Treaty on the
Union of States, yakni suatu kerjasama antar-negara Eropa yang akan
mendasari terciptanya sebuah unified foreign policy untuk meningkatkan
keamanan bersama negara-negara anggota dari segala bentuk agresi, sekaligus
berkoordinasi dalam bidang pertahanan keamanan.

Dalam jangka panjang, Treaty on the Union of States ini diharapkan
memiliki pengaruh dan mencakup seluruh kinerja yang ada dalam ME. Tetapi
inisiatif Perancis ini memperoleh hambatan dengan adanya penolakan dari
negara-negara partnernya. Dua alasan utama penolakan itu ialah (1) keinginan
untuk tetap mempertahankan kerjasama yang sudah ada dalam ME dan
kerjasama antarnegara usulan Perancis tadi dianggap berlebihan dan sudah

terlalu jauh menyimpang dan (2) adanya keinginan untuk mempertahankan
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pengaturan masalah keamanan tetap dilakukan dalam hubungannya dengan
AS dan NATO."

Pendekatan De Gaule awalnya memang terasa relevan mengingat
situasi internasional saat itu. Meski demikian, bagaimanapun juga kerjasama
politik hanya lebih dimungkinkan, menurutnya, karena tarikan kepentingan
ekonomi, sehingga bentuk masyarakat politik Eropa yang terintegrasi tinggal
menunggu waktu. Lama-kelamaan, ekonomi Eropa yang meraksasa akhirnya
justru akan memaksa integrasi politik Eropa untuk segera ditangani.

Dihubungkan dengan situasi akhir-akhir ini, maka skenario De Gaulle
ini juga masih cenderung relevan dengan kenyataan kurang mampunya Eropa
menangani  konflik-konflik yang terjadi setelah berhembusnya angin
perubahan pada tahun 1989. Masalah ini makin berat ketika melihat kenyataan
bahwa kemakmuran, keamanan dan demokrasi yang dibangun Eropa masih
Jauh dari harapan, terutama di bagian tengah dan timur Eropa, yang justru
sebaliknya baru menemukan kembali nasionalisme mereka dengan bukti-bukti
konflik di setiap perbatasan negara mereka dan adanya bukti keinginan
menentukan nasib sendiri bagi sebagian masyarakat minoritas, yang semuanya
Justru berusaha mendekati UE untuk memperoleh perlindungan dan bantuan
baik dalam bentuk ekonomi dan politik serta keamanan.

Dengan adanya penolakan terhadap Proposal Fouchet tersebut negara-
negara anggota ME mencoba mengadakan pembicaran-pembicaran untuk
menemukan cara menyatukan pandangan politik luar negeri dan keamanan

diantara negara-negara anggota.

I1.1.1. European Political Cooperation

Keenam negara anggota ME yang mempromosikan EDC terus

berinovasi berusaha mencari jalan menemukan kesepakatan politik diantara

1> “The Council of the European Union and the common foreign and security policy”,
http://ue.eu.int/pesc/pers.asp?lang=en, diakses pada 15 Apr 2008.
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mereka. Baru pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Den Haag, 1-2
Desember 1969 mereka berhasil menciptakan suatu kesamaan pandangan
tentang keinginan bersama atas pentingnya menyatukan Eropa secara politik.
Setahun kemudian di Luksemburg, akhimya mereka menerima Davignon
Report, sebuah laporan yang mengusulkan dan mengawali pembentukan
European Political Cooperation (EPC) yang berjalan sejajar dengan sistem
yang ada dalam perjanjian ME.

Kerjasama ini sangat erat berhubungan dengan masalah politik luar
negeri dan bertujuan untuk meyakinkan dan memastikan saling pengertian
serta meningkatkan solideritas antarnegara anggota dalam masalah-masalah
kebijakan internasional melalui pertemuan-pertemuan dan dialog di antara
perwakilan diplomatik masing-masing negara anggota.

EPC ini menuju ke arah pembentukan suatu sistem yang didasarkan
pada tatanan organisasi di luar kerangka perjanjian ME dan dilandasi pula atas
kerjasama antarpemerintah negara anggota. Pada KTT Den Haag itu antara
lain disetujui pula pembukaan jalan bagi perluasan ME, menginstruksikan
para menteri luar negeri untuk mencari jalan terbaik memberhasilkan unifikasi
politik dan membuka jalan bagi suatu Eropa yang bersatu yang mampu
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tradisi dan misi internasionalnya di
masa depan. Disadari pula oleh negara-negara anggota bahwa kemajuan-
kemajuan semacam ini hanya mungkin dihasilkan melalui suatu keputusan
untuk bekerjasama di bidang politik luar negeri."*

Pada tahun 1973, setelah tiga tahun kerjasama EPC berjalan, negara-
negara anggota pada pertemua di Kopenhagen memutuskan untuk melangkah
lebih jauh lagi dengan memperbanyak pertemuan-pertemuan untuk mencari
jalan  menemukan  solusi  pendekatan bersama dan  untuk

mengimplementasikan upaya diplomasi bersama tersebut, serta bila mungkin

' Ketika itu, ME dihadapkan pada masalah-masalah internasional, seperti kepentingan ME
dalam kaitan dengan penyelesaian damai masalah Timur Tengah dan Persoalan Di Eropa
Timur, yang memaksa adanya suatu suara bersama dalam ME. Lengkapnya lihat : Simon J.
Nuttall, “European Political Cooperation” (Oxford Press, 1992), hal.49.
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melakukan tindakan bersama. Melalui EPC ini pula, pemerintah negara-
negara anggota mencoba mengembangkan kerjasama politik luar negeri yang
bersifat longgar dalam kapasitas antarpemerintah, yang secara tidak langsung
juga turut mengembangkan mekanisme kerja EPC itu sendiri.

Sepuluh tahun kemudian di Stuttgart, langkah baru diambil oleh EPC,
yaitu menyetujui untuk memasukkan aspek-aspek keamanan ekonomi dan
politik (bukan militer) sekaligus dalam cakupan kinerja EPC. Di antara tahun
1970 - 1986 kerjasama diplomasi Eropa Barat (enam negara pendiri EPC)
tampak begitu harmonis dan efektif di dalam lembaga ME, terutama dalam
mencapal suatu kesepakatan-kesepakatan informal yang tidak permanen
struktural sifatnya. Meski demikian, masalah pertahanan keamanan (militer)
belum mendapat tempat dan adanya desakan agar terus dijajagi serta bilamana
mungkin dimasukkan pula ke dalam EPC. Desakan ini disebabkan beberapa
faktor, yang antara lain karena peningkatan kekuatan militer AS dengan
ketegangan yang terjadi antara pemeritahan Presiden AS Ronald Reagan dan
negara-negara Eropa (Barat) tentang pengembangan Strategic Defence
Initiative (SDI) yang dilakukan AS tanpa konsultasi dengan sekutu-sekutunya
di Eropa.'’

Selain faktor utama SDI tersebut, faktor lainnya ialah adanya
keinginan terutama Perancis untuk tetap mendudukan Jerman dalam Aliansi
Barat. Demikian pula dengan keinginan Inggris dan Jerman untuk melibatkan
Perancis lebih dekat ke dalam upaya Eropa Barat di bidang pertahanan, dan
faktor lainnya akibat meningkatnya biaya pengembangan persenjataan bagi
setiap negara secara individu.'®

Dalam rangka kerjasama di bidang keamanan inilah, bila sebelumnya
masyarakat Eropa seolah-olah hanya bergantung pada NATO, maka pada
Oktober 1984 WEU kembali diaktifikan atas prakarsa Presiden Perancis

'> Agus R. Rahman et al., “Politik Luar Negeri dan Keamanan Bersama Eropa” (Jakarta:

PPW-LIPI), 1997, hal. 2-3.
' Andrian Hyde-Price, “European Security Beyound the Cold War” (London: RII A, 1995),

hal. 119.
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Francois Mitterand yang didukung Belgia. Alasan utama pengaktifan kembali
WEU karena EPC dianggap tidak berhasil mengembangkan kerjasama
keamanan dalam kerangka ME. WEU sendiri mulai saat itu dirancang sebagai
arah menuju pembentukan European Security and Defence Identity (EDI) dan
sebagai forum konsultasi bagi negara anggota mengenai seluruh aspek
pertahanan dan keamanan Eropa.'’

Meskipun demikian, selama EPC didirikan dan mencoba diterapkan
tetap saja forum ini tidak memiliki legitimasi politik yang mengikat. Dengan
kata lain, EPC sebenarnya merupakan model kerjasama yang mekanisme
pengambilan  keputusannya  hanya  berdasarkan pada  hubungan

antarpemerintah.
Sebagai contoh pada masa akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-

an peranan EPC semakin mengecil layaknya seperti forum informasi semata.
Tampak sekali anggota EPC tidak kompak dalam menyelesaikan masalah
Afganistan sebagai akibat invasi Uni Soviet, begitu juga dalam kelanjutan
menengahi konflik Arab-Israel dan di Timur Tengah umumnya. Sekali lagi,

upaya mencapai satu suara dalam politik luar negeri (Eropa) bersama masih

berada dalam bayang-bayang.

11.1.2. Single European Act

Harapan baru muncul pada 1986, ketika diberlakukannya persetujuan
mengenai Single European Act (SEA) yang ikut mereformasi keberadaan ME
dan membuat beberapa ketetapan antara lain rencana perluasan pasar bersama
dan kerjasama dalam politik luar negeri Eropa sebelum 1992. Reformasi SEA

terhadap ME yang paling kentara ialah untuk pertama kalinya ME meletakkan

'” Andrew M. Dorman & Andrian Treacher, European Security (Darthmounth, England:
Gowe house, 1995), hal 5. Disalin dari Juke Sumantri, “Latar Belakang dan Proses
Pembentukan Politik Luar Negeri dan Keamanan Bersama Eropa”, dalam Agus R Rahman et

al., 1997 Op. cit. hal 16.
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kegiatan ekonomi dan politik di bawah satu perjanjian. Selain itu, guna
melancarkan upaya tersebut dibangunlah Sekretariat EPC.

Didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan kerjasama politik luar
negeri dan keamanan bersama, perkembangan perdebatan mengenai
kerjasama politik luar negeri pun selanjutnya mencapai kemajuan saat
pengaturannya dicantumkan dalam SEA, yang juga turut membuka jalan bagi
pengembangan kerjasama politik luar negeri dan pertahanan keamanan
bersama yang didukung pula oleh anggota-anggotanya setelah menyatakan
kesediaannya untuk mengkoordinasikan politik luar negeri dan keamanan
mereka,'® meski pada akhirnya aspek kerjasama keamanan itu sendiri masih
bersifat politis belaka.

Dapat dipahami apabila sampai pertengahan dekade 1980-an tepatnya
sebelum pemberlakuan SEA dalam rangka penyelesaian pembangunan pasar
(internal) Eropa, peran penting dan pengaruh ME di dunia internasional lebih
merupakan akibat dari keberhasilannya sebagai blok ekonomi yang kuat
daripada posisinya sebagai kekuatan politik. Ketika itu, ME memang telah
memiliki satu suara dalam urusan ekonomi-perdagangan luar negeri,
sedangkan dalam urusan politik luar negeri dan keamanan belum terjadi.

Alhasil dari perkembangan tersebut, maka para anggota ME kembali
diuji kesabarannya. SEA dan pembentukan Sekretariat EPC ternyata tidak
langsung merujuk pada rencana pembentukan politik luar negeri bersama,
melainkan lebih memisahkan aktifitas antara ME dan EPC. Kerjasama politik
luar negeri yang diprakarsai negara-negara pendiri EPC ternyata masih
tampak samar-samar dari tujuannya karena ME sampai saat itu ternyata belum
memiiiki kewenangan dalam bidang high politics yang mencakup pelaksanaan
politik luar negeri dan pertahanan keamanan.

Keberadaan SEA pada akhirnya memang diakui membuka jalan bagi
pengembangan suatu politik luar negeri dan keamanan Eropa bersama, yang

dijalankan segenap anggotanya untuk mengkoordinasikan politik luar negeri

18 grticle 30, SEA.
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serta keamanan mereka, walaupun di bidang keamanan kebijaksanaan itu baru
menyentuh aspek keamanan politik dan ekonominya, belum ada aspek
keamanan itu sendiri.'”

Perkembangan proses penyatuan kerjasama ekonomi dan politik baru
mulai bergulir kembali ketika Presiden Francois Mitterand dan Kanselir
Helmut Kohl mengusulkan ME melakukan konferensi mengenai European
Monetary Union (EMU) dan European Political Union (EPU) secara pararel.
Inisiatif kedua tokoh ini akhirnya dituangkan dalam suatu Franco-German
Proposal on Political Union: Security Policy Cooperation in the Framework
of the Common Foreign and Security Policy of Political Union.”” Usulan ini
berisikan berisikan antara lain: (1) agar negara-negara anggota secara
bersama-sama mengembangkan CFSP yang misinya akan mencakup seluruh
hubungan eksternal, (2) CFSP akan bertujuan mempertahankan kepen-tingan
fundamental dan nilai-nilai bersama, serta hubungan eksternalnya, (3)
sementara itu, secara bertahap WEU dipandang sebagai komponen pertahanan

Eropa.
Hal ini dilakukan agaknya sebagai keinginan Paris dan Bonn untuk

menghilangkan kesan sebagai "musuh tradisional” sekaligus menghilangkan
kesan bahwa reunifikasi Jerman telah melemahkan komitmen Jerman terhadap
integrasi Eropa yang lebih dekat. Dengan kata lain, terutama bagi Kohl bahwa
ia ingin kembali meyakinkan negara anggota lainnya agar tidak perlu khawatir
terhadap proses reunifikasi Jerman.

Secara tidak langsung, perkembangan seperti ini tentunya semakin
menjauhi pendekatan federalisme yang pernah berkembang sebelumnya,
dimana proses integrasi Eropa selanjutnya tidak lagi mengemukakan

perhatiannya pada kepentingan nasional, bargaining, juga tidak adanya

19 Title 111 Article 30 Paragraph 6 SEA.

%0 Kata-kata CFSP pertama kali disebut oleh kedua tokoh tersebut. Finn Laursen & Sophie
Vanhoonacker (eds.), The Intergovernmental Conference on Political Union, (Maastricht:
EIPA, 1992, hal333. disalin dari Juke Sumantri, “Latar Belakang dan Proses Pembentukan
Politik Luar Negeri dan Keamanan Bersama Eropa”, dalam Agus R Rahman et al., 1997 Op.

cit. hal 18.
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kemauan politik (terutama) negara-negara besar dalam mengkompromikan
kepentingan nasionalnya.

Dengan demikian, kaum federalis lebih mengutamakan perbedaan
kekuasaan (politik) antara institusi pusat dengan lokal sebagai strategi
mencapai penyatuan atau integrasi, dimana pusat akan membentuk berbagai
institusi lain lengkap dengan fugsi-fungsinya, namun dilakukan atas dasar
kontrol pemerintahan otonomi lokal. Hal inipun tampaknya juga kembali
dikesampingkan. Sedangkan struktur fungsionalisme kini kembali diharapkan
dapat membentuk tujuan dan kebutuhan bersama pada level apapun
aktifitasnya dilaksanakan, meski tetap saja bahwa kerjasama regional ini akan
terasa lebih efektif bila dilakukan penuh dukungan pada tingkatan masing-

masing negara.

11.1.3. European Union

Keseluruhan proses perundingan sampai dengan disepakatinya
Perjanjian Maastricht yang dimulai sejak berakhirnya PD II, terutama pada
awal decade 1950-an itulah tonggak sejarah terbentuknya UE dan CFSP saat
ini. Dengan tanapa diduga sebelumnya, situasi bipolaritas hancur setelah
pemerintah partai komunis Polandia memberikan kekuasaannya kepada partai
buruh, diikuti oleh serangkaian kekacauan di negara-negara satelit Uni Soviet
di timur Eropa, seperti di Rumania dan Bulgaria, lalu berpisahnya Ceko dan
Slovakia secara damai, reunifikasinya Jerman Barat dan Timur, serta terakhir
hancurnya komunisme itu sendiri yang juga berarti berakhirnya era Perang
Dingin di Eropa, maka ME dituntut untuk mentranformasikan dirinya menjadi
suatu bentuk kerjasama yang mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan
melaksanakan suatu politik luar negeri dan keamanan bersama (CFSP). Oleh

karena itu, sebagai antisipasi menangani masalah-masalah dan konflik
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internasional mendatang, maka disepakatilah salah satu pilar integrasi UE,
yakni CFsp.?!

Secara garis besar Traktat Maastricht menghasilkan beberapa hasil
utama yaitu, membentuk Uni Eropa dengan suatu struktur yang terdiri dari
tiga pillar, ketiga pilar kerjasama UE, yaitu: Pilar 1: European Communities
(tonggak Masyarakat Eropa); Pilar 2: Common Foreign and Security Policy —
CFSP (tonggak Politik Luar Negeri dan Keamanan Bersama); Pilar 3: Justice
and Home Affairs — JHA (tonggak kehakiman dan masalah dalam negeri).??
Pilar-pilar dalam Uni Eropa dapat dilihat pada tabel. 1. berikut:

2 opanton Sihotang, “CF SP dan Kepentingan Anggota” dalam Politik Luar Negeri dan
Keamanan Bersama Eropa, (Jakarta: LIPI), 1997. hal. 29.
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Three_pillars_of_the European_Union, diakses 23 Dec 2007
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First pillar

European Community

Table 1.
Europcan Union

Second pillar

Common Foreign and

Third pillar

Police and Judicial

(EC)

e Customs Union

and Single market

e Common
Agricultural
Policy

e Common
Fisheries Policy

e EU competition
law

e Economic and
monetary union

o EU-Citizenship

o Education and
Culture

e Trans-European
Networks

o Consumer
protection

» Healthcare

e Research (e.g.
Sixth Framework
Programme)

e Environmental

law

Social policy

Asylum policy

Schengen treaty

Immigration
policy

Security Policy (CFSP)

Foreign policy:

e Human righgs
e Democracy
o Foreign aid

Security policy:

e European

Security and
Defense Policy

¢ EU battle groups

o Helsinki
Headline Goal
Force Catalogue

» Peacekeeping

Co-operation in
Criminal Matters

(PJCO)
e Drug

trafficking and

weapons
smuggling

e Terrorism

e Trafficking in
human beings

e Organized

crime

e Bribery and
fraud

Akhirnya, baru pada sampai dimodifikasi dan ditandatanganinya
Perjanjian Maastricht pada 27 Februari 1992 dan mulai efektif berjalan 1
November 1993, urusan ekonomi, politik luar negeri, keamanan, hingga

permasalahan dalam negeri termasuk peradilan mendapatkan tempat sekaligus
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dalam kerangka Perjanjian mengenai UE. Inilah impian utama Eropa:
integrasi, yang dengan sendirinya akan menciptakan Eropa sebagai salah satu
kekuatan politik utama didunia.

UE dengan CFSP-nya ditetapkan sebagai modifikasi perjanjian yang
lebih modern sifatnya, juga di berlakukan sebagai respon dari serangakaian
kegagalan kerjasama sebelumnya, serta lambannya proses integrasi yang
berlandaskan pada rumusan Perjanjian Roma. Selain itu, keberadaannya tentu
pula untuk dapat bertindak secara melayani kepentingan anggotanya dan
masyarakat internasional pada umumnya.

Sedikit memberi gambaran bagaimana kelanjutan integrasi (politik)
Eropa melalui penetapan dan penerimaan kerjasama UE di Eropa, berikut
hasil jajak pendapat yang dilakukan Komisi ME pada 1990: 81% warga ME
menyatakan “yes” untuk berintegrasi, serta 59% mengatakan mereka akan
mendapat keuntungan dari integrasi ini. Rakyat Irlandia paling merasa akan
banyak mendapatkan keuntungan berintegrasi (84%) dan Yunani (78%).
Sedangkan dalam menanggapi kebijakan pertahanan keamanan bersama, 66%
setuju pengawasannya dilakukan ME dan 15% menolak.??

Meski cukup tinggi persentase warga Eropa yang setuju, tetap saja ada
yang kurang atau tidak setuju dengan rencana UE tersebut. Mereka ini, seperti
diistilahkan Romano Prodi para Europhobia. Alasan mereka yang ragu
terhadap UE-pun tidak bias dikatakan lemah, yakni antara lain:**

1. Birokrasi pengambilan keputusan di intitusi-institusi Eropa justru
memperlambat proses integrasi,

2. Perbedaan tingkat ekonomi masih menjadi kendala dalam menerapkan
kebijkan bersama, dan

3. Dalam kaitannya dengan dua elemen dia atas, ternyata seringkali

kepentingan nasional masih lebih di utamakan daripada kepentingn regional.

23 «pyblic opinion in the EC”, Eurobarometer, No. 34 Desember 1990, hal. 11, 25
. Tim peneliti PPW-LIPL. Penelitian Perubahan Konfigurasi Ekonomi Politik Eropa:
Pendalaman dan Perluasan Masyarakat Eropa (Jakarta: LIPI, 1993), Hal. 5.
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Selain beberapa alasan diatas, proses integrasi menjadi tampak
terkatung karena adanya perbedaan pendapat bagaimana menentukan
kebijakan nasional negara anggota sekaligus menyelesaikannya dengan
kebijakan nasional negara anggota sekaligus menyelaraskannya dengan
kebijakan regional atau internasional UE. Hal ini tentu menimbulkan keraguan
banyak warga untuk menerima sepenuhnya integrasi politik, seperti yang
pernah ditunjukkan warga Denmark dan Inggris yang semula menolak dan

menunda ratifikasi Perjanjian Maastricht.?’
I1.2. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama UE (CFSP)

Kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (CFSP) dibentuk
melalui Perjanjian Maastricht dan mulai diberlakukan 1 November 1993.
seperti yang telah di paparkan di sub bab sebelumnya, Perjanjian UE (the
Treaty on Euopean Union) itu sendiri memiliki tiga pilar, Pilar 1: European
Communities; Pilar 2: Common Foreign and Security Policy — CFSP ; Pilar 3:
Justice and Home Affairs — JHA. Pilar kedua dan ketiga tidak tunduk pada
yurisdiksi UE, hal ini disebabkan karena kedua hal tersebut merupakan bagian
wilayah kunci dari kedaulatan nasional masing-masing negara anggotanya,

sehingga harus dikelola atas dasar kerjasama antar pemerintah.?

a. Kebijakan Luar Negeri Bersama

Selama ini ungkapan ’kebijakan luar negeri bersama (common foreign

Policy)’ dalam konstruksi Eropa merupakan hal yang ’tabu’. Kendati negara-

25 “Data Centre Unit, Mission of Indonesia”, Newsweek, 15 June 1992, Brussels.
%6 European Commision. The European Union’s Common Foreign and Security Policy.
Officer for Official Publications of the EC. 1996.
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negara anggota dari Uni Eropa berupaya keras untuk bekerjasama dalam
masalah kebijakan internasional yang penting, serta sepakat bahwa para
diplomatnya harus bertemu dan melakukan dialog, mereka tidak pernah
bersepakat dalam perjanjian apapun untuk mencapai ‘kebijakan luar negeri
bersama’, hingga ditandatanganinya Perjanjian Maastricht. UE dapat
membuat suaranya didengar oleh dunia internasional dan menegaskan

posisinya dalam konflik bersenjata, hak asasi manusia dan masalah lainya.?’

b. Kebijakan Keamanan Bersama

Perjanjian Maastricht juga melengkapi UE dengan ’kebijakan
keamanan bersama (common security policy) mencakup semua masalah yang
terkait dengan keamanan, termasuk formulasi secara bertahap dari sebuah
kebijakan pertahanan bersama. Kebijakan pertahanan bersama akan mengarah
pada suatu pertahanan bersama jika Dewan Eropa memutuskan dan keputusan
tersebut diterima serta diratifikasi oleh keseluruhan negara anggota.

Perjanjian UE merintis sejumlah hubungan antara UE dengan Western
European Union (WEU)®. WEU diberikan otoritas tertentu untuk
melaksanakan keputusan serta tindakan apapun dari UE yang berdampak pada
pertahanan, lebih jauh, WEU diintegrasikan kedalam UE.

CFSP sendiri merupakan salah satu strategi antisipasi terhadap
perubahan lingkungan strategi yang baru di Eropa. Menurut Nugent29 ada
enam alasan utama pembentukan CFSP :

1. Eropa yang terus menyatu perlu membentuk satu kebijakan luar negeri

dan keamanan bersama yang dalam jangka penjangnya dapat

27 .
=" Ibid.
2 Western European Union (WEU), adalah organisasi yang didirikan tahun 1948, bertujuan

untuk mengelola kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Terdiri dari 28 negara
dengan empat status yang berbeda. Negara anggota; anggota luar biasa (associate members);
peninjau; dan mitra luar biasa (associate partners).

Lihat EU Glossary. http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000w.htm.

 Nugent, N. The Government and Politics of the European Union. 5™ Edition, Palgrave
Macmillan. 2003.
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mengarah ke pembentukan kebijakan pertahanan bersama dan apabila

dimungkinkan ke arah pertahanan bersama.

. Ada satu pemikiran bahwa kebijakan luar negeri Eropa akan lebih

memiliki bobot di dunia internasional dibandingkan dengan kebijakan
— kebijakan skala kecil yang muncul dari berbagai negara di Eropa.
negara-negara Eropa paham apabila mereka “meng-eropa-kan”
kepentingan nasional mereka dengan jalan “menjual” kepentingan
tersebut sebagai kepentingan Eropa maka sasaran-sasaran kepentingan
mereka tersebut akan lebih cepat tercapai karena mengatasnamakan
Eropa.

Bertambah kompleksnya politik global dan munculnya tantangan-
tantangan keamanan baru sebagai akibat dari berakhirmya Perang
Dingin, mendorong Eropa untuk dapat lebih mandiri, bertindak secara
independent dan bersama-sama dalam merespon perubahan —

perubahan tersebut.

Runtuhnya komunisme dan Blok Soviet telah mengubah tatanan
kekuatan internasional. Secara khusus, pada saat Perang Dingin
perhatian utamanya adalah Blok Barat dan Blok Timur, kini perhatian
utamanya bergeser ke permasalahan dan konflik regional. Secara
strategis, kekuatan ekonomi menjadi lebih penting dibandingkan

pengembangan kapabilitas nuklir dan militer.

. Respon Masyarakat Eropa terhadap Perang Teluk tahun 1991

memberikan satu bukti bahwa kerjasama politik Eropa tetap tidak akan
efektif selama kebijakan pertahanan dan keamanan di pisahkan dari
kebijakan luar negeri.

Respon Uni Eropa pasca pecahnya negara Yugoslavia sangat

mengecewakan Negara-negara Uni eropa memang memberikan kontribusi
terhadap perumusan kebijakan, dan operasi-operasi kemanusiaan serta penjaga
perdamaian namun, pada praktiknya Uni Eropa tidak konsisten dan tidak

terkoordinasi dengan baik.
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BAB 111
PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN CFSP SERTA
TANTANGAN YANG DIHADAPI

Ketika Perang Dingin makin memanas, ditambah kekhawatiran
bangkitnya kembali militerisme Jerman, maka atas inisiatif Perancis sejak
1950-an, seluruh bentuk kerjasama regional di Eropa perlu ditambahkan
dimensi politik dan keamanan, maka diciptakanlah EDC dan European
Political Community. Namun kedua upaya ini akhimya gagal karena Parlemen
Perancis menolak meratifikasinya, selain itu banyak negara partner Perancis
juga kurang antusias menanggapinya.

Baru pada Konferensi Den Haag, 1-2 Desember 1969, kerjasama
politik luar negeri negara-negara Eropa kembali di perbincangkan melalui
EPC. Meski demikian, Konferensi Den Haag memerintahkan para Menteri
luar negeri negara anggota ME untuk mencari jalan terbaik membentuk suatu
unifikasi politik guna membuka jalan bagi suatu Eropa yang bersatu, yang
mampu menjalankan misi internasionalnya di masa depan dan hal ini didasari
bersama baru mungkin tercipta bila dilakukan melalui kerjasama dibidang
politik luar negeri. Saat itu karena masih sensitifnya hal-hal yang menyangkut
kedaulatan negara, maka pembicaraan masalah keamanan dalam arti militer
masih berusaha dihindari.

Perkembangan perdebatan mengenai kerjasama politik luar negeri
dan keamanan bersama mencapai puncaknya setelah diatur secara tegas dalam
Perjanjian Maastricht (Treaty Of European Union/TEU).*® Didalam kerangka
pertahanan keamanan, WEU yang dibentuk pada 1954 kembali mulai

diaktifkan pada 1984 setelah sekian lama tidak berjalan sesuai harapan, karena

30 Dasar hukumnya diatur dalam Perjanjian Maastricht, Article B dan C (mengenai prinsip-
prinsip UE: objective, single institutional framework,dan consistency); Article J (provision
on a CESP); Article L dan P.2 (final provisions).
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negara-negara Eropa masa itu lebih bergantung pada NATO dengan alasan
bahwa EPC tidak akan efektif mengembangkan kerjasama keamanan dalam
kerangka ME.

Dalam pada itu, seperti juga telah disinggung sebelumnya bahwa
usai masa Perang Dingin, yang berarti pula hilangnya ancaman, justru telah
membuka mata Eropa akan adanya ketidakstabilan kawasan dan timbulnya
fakta-fakta ancaman lain, baik itu yang nyata maupun potensial sifatnya.

Pada saat negara-negara anggota sedang melakukan negosiasi
mengenai Perjanjian Maastricht, sejumlah peristiwa sedang berlangsung dunia
internasional, khususnya di sekitar dan bahkan di benua Eropa sendiri. Tirai
pembatas Eropa Barat dan Timur makin terbuka, Jerman telah melakukan
unifikasi, krisis di Yugoslavia mulai dan makin memanas, serta Perang Teluk
baru saja di mulai. Itulah yang menjadi alasan sehingga diperlukan suatu
CFSP.

Upaya UE juga mendapatkan kembali pengaruhnya mengingat kohesi
suatu Eropa yang kuat melal<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>